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PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN
2023 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALI
KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

bahwa dalam rangka akuntabilitas perjalanan dinas
bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota,
Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota  Bekasi,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota
Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota,
Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali
Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur
Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bekasi;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2023
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor
29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2023
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor
68);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BEKASI.



Pasall

Ketentuan Pasal 23 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota,
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor
29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali
Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor
68), diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas
kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan
dokumen berupa:

a. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah
ditandatangani oleh Wali Kota;

2. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

3. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

b. SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA.

c. SPD yang telah ditandatangani sebagaimana huruf b dan pejabat di
tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

d. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya melampirkan :
a. Surat Tugas yang sah;



b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat
tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran
moda transportasi lainnya;

d. Daftar Pengeluaran Riil;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan

g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan
dokumentasi/foto kegiatan.

(4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD dengan melampirkan :

a. Surat Tugas yang sah;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat
tujuan perjalanan dinas;

c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Besaran lumpsum dihitung
untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Keputusan
Wali Kota tentang Standar Biaya Umum yang dibayarkan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD;

d. Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Hal
ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas;

e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana
perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan

f. menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (seperti boarding
pass/ bukti transportasi lainnya, bukti penginapan) bukan untuk
dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan
akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,
Ttd
R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 1



